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A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Advokat sangat diperlukan dalam hal mendampingi korban dalam
proses persidangan, adapun perbedaan cara kerja advokat dalam proses
peradilan pada umumnya. Perbedaan tersebut terlihat pada saat Advokat
dalam mendampingi korban terutama anak harus didampingi secara lebih
khusus sedangkan dalam proses persidangan pada umumnya advokat
mendampingi korban hanya sebagai formalitas dalam hal pembelaan.

Maksud lebih khusus, salah satu contoh pada saat pemeriksaan saksi-
saksi apabila korbannya anak, sebelum persidangan advokat berbicara
terlebih dahulu kepada anak tersebut untuk mengingatkan hal-hal apa saja
yang harus disampaikan dalam persidangan tersebut, sedangkan dalam
proses persidangan umumnya korban memberikan kesaksian tetap
didampingi advokat namun korban harus mengungkapkan sesuai dengan
apa yang dialami.

2. Kendala yang dihadapi Advokat dalam mendampingi korban
a) Dalam hal ini anak merasa tidak tahu apa yang terjadi terhadap diri

mereka, sehingga anak tersebut menjadi bersikap menutup diri. Faktor

ini terjadi karena kekerasaan yang terjadi membuat keadaan anak
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menjadi tidak stabil atau anak mengalami depresi, sehingga dalam hal
ini psikolog juga harus mendampingi korban.

b) Dalam hal aparat hukum bertindak tidak adil, maksudnya yaitu aparat
secara tidak langsung sangat mengetahui isi dari UU Perlindungan
Anak dan Pengadilan Anak namun dalam faktanya tidak diterapkan.
Misalnya aparat hukum menyama ratakan dengan memakai KUHAP
biasa, sedangkan anak harus mendapatkan perlakuan khusus namun
aparat mengabaikan perlakuan khusus tersebut.

Cara menghadapi kendala tersebut Advokat memepunyai strategi khusus

yaitu melakukan pendekatan dengan korban, misalnya Advokat itu

dipanggil dengan sebutan “ibu” atau anak tesebut diajak berbicara
selayaknya anak-anak, apabila korban dalam keadaan depresi atau sedang
tidak stabil dalam proses persidangan maka Advokat melakukan dengan
cara para Hakim atau Jaksa tidak memakai baju kedinasan pada saat

proses persidangan berlangsung.

. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis akan
mencoba untuk memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna
dan bermanfaat. Adapun saran-saran yang dapat dibefikan oleh penulis :
1. Aparat hukum harus bersama-sama memberikan pengertian kepada

Advokat sebagai kuasa hukum khususnya anak sebagai korban

kekerasaan, bahwa mereka memiliki hak-hak yang dilindungi oleh

Negara. Dalam arti banyaknya kendala yang dihadapi oleh Advokat
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terutama yang berkaitan dengan aparat hukum, hal ini juga yang
menyebabkan proses peradilan menjadi membutuhkan jangka waktu
yang lama.

. Setiap kasus terutama yang berhubungan dengan kepentingan dan hak
hak seorang anak, sebaiknya harus di proses sebagai bagian dan

memberikan pembelajaran bagi masyarakat, dan penegakan hukum.
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